SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS MENGENAI
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGUSAHA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, Menteri, menteri terkait, gubernur,
bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif
kepada pengusaha yang melanggar ketentuan;

. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan

pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pertimbangan huruf a, perlu dilakukan pelimpahan
kewenangan berupa pemberian mandat penandatangan
naskah dinas mengenai pemberian sanksi administrasi
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang pemberian mandat penandatangan
naskah dinas mengenai pemberian sanksi administrasi
kepada Pengusaha,;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6648);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan
Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja
Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT
PENANDATANGAN NASKAH DINAS MENGENAI PEMBERIAN
SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGUSAHA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang rnemimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut
Perangkat Daerah adalah unsur pembandu Gubernur dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan
bukan miliknya;

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

7. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada
pada pemberi mandat.

Pasal 2

(1) Gubernur memberikan mandat penandatangan naskah
dinas mengenai pemberian sanksi administratif kepada
Kepala Dinas.

(2) Pemberian mandat penandatanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa teguran tertulis yang
dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan peringatan tertulis atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 3

Tanggung jawab pemberian mandat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
administrasi pemerintahan yang diatur berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Kepala Dinas melaporkan dokumen naskah dinas
mengenai pemberian sanksi administratif berupa teguran
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
kepada Gubernur.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.



Peraturan Gubernur

diundangkan.

Agar setiap  orang
Peraturan

pengundangan

ini

Pasal 5

mulai berlaku pada tanggal

mengetahuinya, = memerintahkan

Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Ditandatangani secara elektronik aleh:
% HKEPALA BIRD HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

OF" Drs. TEPPY WAWAN DHARMANWAN, SH
Pembina Utama Muda
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